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	ABSTRAK 
Pidana kerja sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pidana pokok yang tidak hanya diperuntukkan memberikan efek jera namun juga sebagai bentuk hukuman yang sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang berupa keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pelaksanaan pidana kerja sosial memaksa para terpidana untuk melakukan pelayanan sosial selama kurun waktu tertentu dapat menjadi salah satu solusi bagi permasalahan over capacity lapas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pelaksanaan pidana kerja sosial yang ideal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris yang dilakukan melalui wawancara terhadap beberapa instansi sehingga ditemukan langkah implementatif yang sesuai dengan keadaan nyata di lapangan. Ditemukan bahwa pidana kerja sosial dapat diselenggarakan seperti halnya pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat yang diterapkan pada anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pidana kerja sosial yang akan diterapkan pada tahun 2026. 
Kata Kunci : Pidana Kerja Sosial, Model Pelaksanaan, KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

ABSTRACT
Community service penalties regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code are primary penalties that are not only intended to provide a deterrent effect but also as a form of punishment in line with the modern criminal law paradigm of corrective, restorative, and rehabilitative justice. The implementation of community service penalty, which requires convicts to perform social services for a certain period of time, can be one of the solutions to the problem of prison overcapacity. This study aims to analyse the ideal model for implementing community service penalty. This study uses a qualitative approach with an empirical juridical method conducted through interviews with several agencies to identify implementable steps that are in line with the actual conditions in the field. It was found that community service sentences can be implemented in the same way as community service sentences imposed on children under Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. This study is expected to be taken into consideration in the implementation of community service sentences to be applied in 2026. 
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[bookmark: _Hlk173953231]Pendahuluan 
Masalah over capacity atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di Indonesia telah menjadi isu serius dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per 23 September 2025, tercatat jumlah penghuni di seluruh Lapas, Rutan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) mencapai 278.609 orang. Sebanyak 193.362 orang berada di Lapas, 75.992 orang di Rutan, 2.382 orang di LPKA, dan 6.873 orang di LPP sedangkan total kapasitas lembaga-lembaga tersebut hanya mampu menampung 147.684 orang (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2025). Adanya kelebihan penghuni sebesar 88,6% ini menimbulkan permasalahan dan berdampak negatif pada efektivitas pembinaan narapidana, kurangnya ruang rehabilitasi, dan meningkatnya potensi konflik antar penghuni yang pada akhirnya membuat tujuan pembinaan, rehabilitasi, dan resosialisasi para pelaku tindak pidana menjadi sulit tercapai.
Selama ini, pidana penjara menjadi bentuk penghukuman yang paling banyak diterapkan di Indonesia. Namun, pendekatan ini menuai kritik karena sering kali tidak memberikan efek jera maupun rehabilitasi yang efektif, terutama bagi pelaku tindak pidana ringan dan non-kekerasan (Slat, 2020). Pidana penjara jangka pendek bahkan dinilai berisiko meningkatkan angka residivisme dan membebani sistem pemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan alternatif penghukuman yang lebih berorientasi pada rehabilitasi, resosialisasi, dan pengurangan dampak negatif pidana penjara (Rafsanjani et al., 2023). Pembaruan hukum pidana mengakomodir pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP) yang akan berlaku pada tahun 2026 dengan memperkenalkan pidana kerja sosial yang menjadi salah satu bentuk hukuman. Pidana kerja sosial adalah jenis pidana berupa pelaksanaan pekerjaan tertentu oleh terpidana di masyarakat tanpa mendapatkan upah berdasarkan persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Igo et al., 2022).
Pidana kerja sosial menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan konstruktif dibandingkan pidana penjara. Konsep ini tidak hanya bertujuan untuk merehabilitasi terpidana, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang dilakukan oleh pelaku. Pidana kerja sosial tidak hanya berperan sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan kontribusi sosial, kehadiran pidana kerja sosial ini diharapkan dapat mengurangi beban kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan meningkatkan langkah rehabilitasi pelaku serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat., juga memperkuat penerapan prinsip restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia (Jamilah & Disemadi, 2020). Konsep baru yang diterapkan dalam KUHP melalui pidana kerja sosial ini memerlukan model pelaksanaan untuk mengetahui langkah-langkah yang tepat sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan optimal.
Penelitian yang membahas mengenai KUHP telah banyak dilakukan namun yang secara khusus membahas mengenai pidana kerja sosial terutama mengenai model pelaksanaannya, bagaimana pidana kerja sosial dapat dilaksanakan, dan apa konsekuensi yang mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaannya belum banyak dibahas. 





Metode 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini diawali dengan identifikasi terhadap sumber data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, proseeding seminer, serta literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan pidana kerja sosial. Peraturan perundang-undangan yang digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pokok bahasan. Data primer didapatkan melalui wawancara kepada instansi yang bersinggungan yakni Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Semarang. Validitas data diuji menggunakan teknik triangulasi data yang membandingkan data dari sumber yang berbeda.
Hasil dan Pembahasan 
Pidana kerja sosial menjadi salah satu pidana pokok dalam Pasal 65 KUHP yang dapat dijatuhkan pada terdakwa sesuai syarat yang dijelaskan pada Pasal 85 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II” (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023). Pidana ini dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam yang dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur hingga maksimal 6 (enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencaharian dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat, dapat dijalankan di rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga sosial lainnya yang pelaksanaannya dimuat dalam putusan pengadilan. Putusan tersebut wajib memuat perintah apabila terpidana tanpa alasan yang sah tidak menjalankan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial. Pengawasan atas pelaksanaan pidana kerja sosial dilaksanakan oleh jaksa dan pembimbing kemasyarakatan.
Pidana kerja sosial memiliki kemiripan dengan pidana pelayanan masyarakat yang telah lebih dahulu diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal petunjuk pelaksanaan walau keduanya ditujukan untuk kelompok yang berbeda. Sama seperti pidana kerja sosial, pidana pelayanan masyarakat dilakukan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial misalnya membantu lansia, orang berkebutuhan khusus, atau anak yatim piatu (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Keduanya memiliki tujuan untuk memasyarakatkan terpidana sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat kemudian didalami dalam penelitian ini guna menjadi gambaran bagi pelaksanaan pidana kerja sosial yang akan diterapkan.
Pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat menurut UU SPPA dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam dan apabila tidak dilaksanakan seluruh atau sebagian tanpa alasana yang sah, hakim pengawas dapat memerintahkan untuk dilakukan pengulangan seluruh atau sebagian pidana yang dijatuhkan atas usul pejabat pembina. Pelaksanaan pidana tersebut dilakukan pada waktu siang hari untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar Anak sesuai putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, minat dan bakat anak berdasarkan Pasal 16 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Dan Tindakan Terhadap Anak, 2022). 
Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pelayanan masyarakat dilakukan oleh Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap terpidana di dalam dan luat proses peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, lembaga yang melaksanakan tugas pembimbingan kemasyarakatan adalah balai pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022). 


Selain itu, tugas Bapas adalah memberikan rekomendasi kepada hakim yang diperoleh dari hasil penelitian kemasyarakatan atas klien. Hal ini dikonfirmasi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang (yang selanjutnya disebut sebagai Bapas Kota Semarang), namun berkaitan dengan pemberian rekomendasi dan pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat belum pernah dilakukan. Pemberian rekomendasi tersebut pernah diberikan untuk pelaksanaan pidana pelatihan kerja.
Hasil wawancara bersama Bapak A, salah satu pegawai di Bapas Kota Semarang, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 terdapat 159 klien anak yang pernah didampingi Bapas, 16 di antaranya melakukan tindak pidana ringan sehingga belum sampai tahap persidangan (Tim Peneliti, 2024c). Klien dalam hal ini adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik itu orang dewasa maupun anak. Pembimbingan kemasyarakatan adalah kegiatan pendampingan klien di dalam dan luar proses peradilan pidana dengan tujuan salah satunya untuk mempersiapkan klien dalam reintegrasi sosial. Hingga November 2024, terdapat satu klien anak yang masih melakukan pidana pelatihan kerja. Anak-anak yang didampingi ini sebagian besar ditangkap karena 75% melakukan perkelahian menggunakan senjata tajam atau tawuran, 15% melanggar kesusilaan dan melakukan pencabulan, dan 10% terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Rekomendasi diberikan pada tahap diversi dan ketika pembacaan surat dakwaan yang diperoleh dari hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh intelijen pemasyarakatan. 
Penelitian dilakukan di lingkungan sekitar pelaku, mendatangi klien, sekolah, rumah dan lingkungan keluarga, mendatangi lingkungan tempat ia tinggal dengan meminta keterangan tetangga untuk mengetahui kebiasaan klien dan faktor klien melakukan hal-hal yang membuat keadaannya saat ini harus dilakukan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan menggunakan assessment yang ada. Rekomendasi yang diberikan Bapas pada hakim berkaitan dengan pidana atau diversi apa yang akan dijatuhkan dan tempat pelaksanaan pidana agar pidana dapat benar-benar berjalan dengan berdasar pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (Wahyuni, 2021). Misalnya, tempat pelaksanaan untuk pidana pelayanan masyarakat dapat dilakukan di tempat yang paling dekat dengan rumah klien yang sebelumnya harus dilaksanakan perjanjian terlebih dahulu antara tempat tersebut dengan Bapas dan dilaksanakan koordinasi mengenai pelaksanaan pidana. Beberapa rekomendasi ditujukan pada klien untuk melaksanakan pidana pelayanan masyarakat dan pelatihan kerja di Sentra Antasena Magelang. Waktu pelaksanaan pidana yang direkomendasikan juga disesuaikan dengan jadwal klien, dimana klien juga memiliki hak supaya pendidikannya tidak terganggu. Tidak semua klien yang akan dijatuhkan pidana direkomendasikan untuk dijatuhkan pidana pelayanan masyarakat maupun pidana pelatihan kerja. Hal ini bergantung kepada hasil penelitian intelijen pemasyarakatan dan tindak pidana yang dilakukan. Pengawasan dan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas dilakukan secara berkala. Kunjungan dadakan terkadang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pidana. Apabila saat pengawasan, ditemukan bahwa klien tidak melakukan pidana yang dijatuhkan, baik itu pelayanan masyarakat maupun pelatihan kerja, klien akan dikembalikan ke LPKA mengingat kedua pidana tersebut dilaksanakan setelah pelaksanaan pidana penjara. Pidana pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh klien bimbingan Bapas Kota Semarang dirasa cukup efektif karena menurut pembimbing kemasyarakatan Bapas dari 143 klien yang dilakukan pembimbingan kemasyarakatan hingga tahap persidangan dan dikenakan pidana pelatihan kerja, tidak melakukan recidive atau mengulang tindak pidana kembali.
Persiapan awal guna pelaksanaan pidana kerja sosial di Bapas Kota Semarang dilakukan melalui diskusi dengan negara lain yang memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Salah satu negara yang menjadi rujukan adalah Belanda, yang telah menerapkan pidana kerja sosial selama lebih dari 50 tahun. Perwakilan Bapas Semarang mendalami berbagai aspek teknis pelaksanaan, mulai dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku, mekanisme pengawasan, hingga sistem evaluasi yang diterapkan di negara tersebut. Selain Belanda, diskusi juga dilakukan dengan Prancis, yang memiliki pengalaman dalam menerapkan kebijakan rehabilitasi berbasis kerja sosial. Bapas Semarang mendapatkan banyak masukan dari diskusi ini yang dapat diadaptasi untuk pelaksanaan di Indonesia, terutama dalam hal pengelolaan kerja sosial yang berfokus pada rehabilitasi dan manfaat bagi masyarakat.






Sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Bapas Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang juga menyampaikan hal yang serupa. Salah satu fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat bagi klien anak dan pidana kerja sosial yang akan diterapkan dilaksanakan oleh Penuntut Umum dalam hal ini adalah jaksa. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari narasumber, hingga tahun 2024 penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kota Semarang belum pernah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat yang dijatuhkan pada pelaku anak (Tim Peneliti, 2024b). Narasumber menambahkan bahwa berkaitan dengan pelaksanaan tugas jaksa sebagai penuntut umum dalam SPPA, sebagian besar penyelesaian pidana anak diupayakan dilakukan melalui diversi, upaya lanjutannya adalah melalui penuntutan pidana dengan syarat berupa pengawasan, dan pidana penjara sebagai ultimum remidium atau upaya terakhir.
Pelaksanaan pidana kerja sosial yang dilakukan menggunakan tata cara yang sesuai dengan pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat yang telah diterapkan pada klien anak membutuhkan peran Bapas dan Jaksa baik sebelum penjatuhan putusan maupun setelahnya. Sebelum penjatuhan putusan, Jaksa selaku Penuntut Umum beserta Pembimbing Kemasyarakatan wajib menggali informasi berkaitan dengan keadaan pribadi tersangka guna kepentingan pemidanaan yang dapat dilakukan melalui penelitian masyarakat. Apabila putusan telah dijatuhkan, Jaksa Eksekutor dan Pembimbing Kemasyarakatan selaku pengawas wajib melakukan pengamatan mengenai kegiatan terpidana selama melakukan kewajiban kerja sosial, apakah telah menjalankan pidana sesuai putusan atau tidak, dan bagaimana perkembangan diri terpidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai koordinasi antara Kejaksaan dan Bapas serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, misalnya lembaga-lembaga sosial yang menjadi tempat pidana kerja sosial dilaksanakan (Abdullah, 2024).
Pelaksanaan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat tidak lepas dari peran pengadilan dimana putusan dijatuhkan. Penjatuhan putusan pidana kerja sosial maupun pelayanan masyarakat membutuhkan pertimbangan yang salah satunya berasal dari rekomendasi yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan. Rekomendasi yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan kepada hakim diberikan pada saat diversi atau ketika sebelum melakukan tahap persidangan dengan tujuan untuk mencapai keadilan restoratif dan ketika dalam persidangan apabila diversi tidak mencapai titik temu setelah pembacaan surat dakwaan (Kurniasi, 2024). Rekomendasi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan hakim dalam memutus. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (Muhammad, 2007). Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang berdasar kepada fakta yuridis yang ada dalam persidangan dan oleh undang-undang ditegaskan sebagai hal yang harus ada dalam putusan seperti dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, barang bukti, dan peraturan hukum pidana. Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan yang berdasar pada latar belakang, akibat, dan kondisi terdakwa. Terdapat beberapa faktor yang dapat meringankan maupun memberatkan pidana (Waluyo, 2000). Faktor yang dapat meringankan contohnya seperti pengakuan perbuatan, perilaku sopan, dan baru sekali melakukan tindak pidana. Faktor yang dapat memperberat contohnya seperti pemberian keterangan yang berbelit-belit, tidak adanya pengakuan atas perbuatan, meresahkan masyarakat, merugikan negara, dan sebagainya.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kota Semarang bersama Yang Mulia Bapak R, salah satu hakim yang bertugas di sana, hakim yang bersangkutan belum pernah memutus pidana pelayanan masyarakat hingga November 2024 (Tim Peneliti, 2024a). Anak yang berkonflik dengan hukum selama ini sebagian besar dikembalikan ke orang tua dalam langkah diversi, dimasukkan ke pesantren, dan ditempatkan di balai latihan kerja untuk melaksanakan pelatihan kerja. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh pengawas muda untuk mengawasi apakah pelaksanaan sudah berjalan sesuai dengan putusan dan hak-hak klien diberikan. Narasumber mengungkapkan bahwa mereka hanya memutuskan perkara dan memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana kerja sosial jika peraturan pelaksanaan sudah ditetapkan. Namun mengenai kesiapan pelaksanaannya belum ada karena masih memerlukan peraturan yang jelas tentang mekanisme pidana kerja sosial dari Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang dipecah menjadi tiga kementerian. Pelaksanaannya sulit karena peraturan pelaksana belum ditentukan dan eksekutornya belum memadai.




 Di Semarang, jarang ada penjatuhan pidana pelayanan masyarakat. Perlu ada kerja sama dengan instansi tujuan untuk memastikan terpidana benar-benar melakukan pekerjaan pelayanan masyarakat. Pidana kerja sosial dapat mengurangi over capacity di penjara, tergantung pada jumlah perkara yang diputus dengan sanksi ini. Hakim berusaha menggunakan prinsip “greatest goods for greatest number” dalam memutus perkara. Tantangan utama adalah memastikan terpidana benar-benar melaksanakan kewajibannya menurut narasumber. Pengaturan mengenai cara, waktu, dan kriteria pengawas perlu dibuat agar pidana kerja sosial berjalan maksimal. Narasumber menyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial akan dilakukan. Pengawasan dari pengadilan biasanya hanya untuk orang yang sudah keluar penjara. Untuk pelayanan masyarakat, belum ada pelaksanaan yang jelas. Pengawasan ini penting untuk memastikan hak-hak terpidana tetap terpenuhi dan untuk mencegah potensi penyalahgunaan, seperti penyuapan antara terpidana dan pengawas.
Konfirmasi atas pernyataan tersebut dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) yang sekarang dipecah menjadi tiga bagian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan bersama Kanwil ditemukan bahwa hingga saat ini, Kanwil belum memiliki kesiapan yang memadai dalam mendukung implementasi pidana kerja sosial, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
1. Belum ada arahan khusus dari pemerintah pusat mengenai panduan teknis pelaksanaan pidana kerja sosial;
2. Pergantian kepemimpinan dalam pemerintahan Indonesia membuat prioritas kebijakan berbeda pula. Hal ini menyebabkan timbulnya ketidakpastian;
3. Adanya restrukturisasi kementerian menjadi tiga bagian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Proses penyesuaian yang memakan waktu dan sumber daya menyebabkan persiapan pidana kerja sosial belum menjadi fokus utama;
Meskipun menghadapi berbagai tantangan, narasumber Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah menyatakan memahami teknis pelaksanaan pidana kerja sosial, terutama melalui pengalaman mengelola program serupa seperti pelayanan masyarakat untuk anak dan berencana mengadopsi model yang melibatkan asesmen awal, pengawasan selama pelaksanaan, dan evaluasi pascapelaksanaan (Tim Peneliti, 2024d). Selain itu, narasumber juga menyebutkan bahwa Kanwil sedang mengembangkan aplikasi digital yang dapat menghubungkan berbagai lembaga terkait, seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan Dinas Sosial. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah koordinasi dan monitoring pelaksanaan pidana kerja sosial di seluruh Indonesia. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih terintegrasi dan efisien.
Tidak ada rujukan memadai mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial dalam sistem peradilan pidana. Hal itu tetap dibutuhkan walau pelaksanaan pidana murni didasarkan pada putusan pengadilan. Minimnya dukungan dalam hal penganggaran untuk mendukung dan menyediakan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Tieken et al., 2020). Hakim harus memperhatikan beberapa hal dalam menjatuhkan putusan pidana kerja sosial seperti hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bapas dan mempertimbangkan putusan yang telah dijatuhkan berupa pidana pelayanan masyarakat untuk mengetahui bentuk putusan yang dijatuhkan, misalnya ditulis secara rinci aktivitas kerja sosial yang akan dilakukan, tempat pelaksanaan, dan waktu pelaksanaan setiap harinya. Hal ini dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaksana antara lain terpidana, jaksa dan bapas sebagai pengawas, serta lembaga ketiga tempat dilaksanakannya pidana kerja sosial. Keterbukaan bunyi putusan juga diperlukan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada diri terpidana di masa mendatang agar pidana kerja sosial tetap dapat dilaksanakan sesuai tujuan yang diharapkan melalui penambahan frasa dalam putusan mengenai dimungkinkannya perubahan pelaksanaan pidana kerja sosial maupun melalui aturan khusus mengenai perubahan tersebut.


Kesimpulan
Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan dilaksanakan mulai tahun 2026. Bentuk pidana ini belum pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya namun memiliki kemiripan dengan konsep pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan pada anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Setelah melalui studi pustaka darin peraturan perundang-undangan terkait dan buku serta jurnal mengenai pidana kerja sosial, serta wawancara terhadap Balai Pemasyarakatan Kelas I Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Kota Semarang, dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah ditemukan bahwa belum diketahui secara rinci pelaksanaan pidana kerja sosial akan seperti apa terutama di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. KUHP menegaskan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial  murni sesuai putusan pengadilan, namun tetap dibutuhkan petunjuk bagi hakim untuk memutus sehingga tujuan diberlakukannya pidana kerja sosial dapat tercapai dengan optimal. Penjatuhan putusan hingga pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan seperti pelaksanaan pidana pelayanan masyarakat mulai dari hasil penelitian yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan untuk pertimbangan hakim dalam memutus hingga pelaksanaan pidananya. Dukungan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial seharusnya dilakukan dengan memberikan sarana prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan misalnya seperti pengadaan kerja sama dengan lembaga ketiga untuk melaksanakan pidana kerja sosial.
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